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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah danAlasan Pemilihantudul

Latar Belakang Masatah

Dalam rangka untuk menciptaksn masyarakat yanp adil dan makmur
yang merata, bak material maupun spiritual, berdasarkan Pancasita dan
Undang-Undang Dasar tahun 1545 sebapaimana yang termakiuly dalam Pasal
33 ayat (1) yang berbunyr *"Bumi, afr dan ruany amykasa termasuk keknynan
alam terkandung o dalamnya dikuasai ofch Nepara dan digunakan uniuk
sebesar-besarnya kemakroutan rekyat”, b

Pembanigunan pembangunzn yang dilaksanakan di negara kna adalah
usaha yong dilakukan oieh Bangsa Indonesia untuk sieneipiakan kemakmuran
dan kesesahteraan rakyat serta mewnjudkan keadlan sosial bagi selurub
rakyal indonesia. Oleh karena i hasil-hesil pembangunan yang 1elah dicapai
hendaknys dupat dinkmati oleh sclutuh rakyat indonesia,

Pada  kemyataannya tidak semua rakyat Indonesia  wendapalkan
kescpatan yang sama daleny menikmati kekayaan alany Bang.a indonesia,
terutamz yang berkanan dengan bumi. Banyak rukyat yang tidak memiliki
tanoh untuk bermukim maupun untuk berusaha. Negara sebagal penpunsa
bumi, ar dm kekayuan vang ala & dalamipya, oelum maksimal dalam
mewupidkan kesejahtersan rakyat khususnya pemenuhan pemukiman dan

iahan perianian,



Oleh karena iu unuk menunjang pembangunan d bidang ekonomi,
Pemerintah mengusahakan pengelolaan ijin penggunaan tanah negarg denpan
mengpeunakan retribusi sebagal upaya meningkatkan  sumber pendapatan
pemerataan pendapatan masyarakat.

Alasan Pemitihan Judut

Pada penyusunan skripsi i, penuds telsh memilih judul yatu
“Penggunaan Tanah Negara Berdasarian Peraturan Daersh Propinsi
Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1991 tentang ljin Pemukaian Tanah
Penguiran dan/atau Tenah Jalan Propinsi Daersh Tinghkat 1 Jwwa
Tengah”. Adapun aiasan penulis  memilif juded terscbut karcna. penulis
mengelahu balwa pada mesa sckarang i Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
telah membuat kebijakan untuk omengelola iin penggunian tanah negara
dengan menggunakan reirbusi dalam rangka menggerakkan peran serta
s varakal dalam pembigyasn Pemcrintall dan pembsugunan dacrah pada
sistem yang sederhang, adil, sfektf dan efision,

Atas dasar hal tersebut, maka penulis measa terank untuk  dapat
mengetahul lebit mendalam dan  menehti secara hukum tentang prosedur
penggunaan  tanah  negara dengan retribusi yang  dikelola oich  Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tumang Propinsi jawa Tengah



B. Pembatasan Maxalah

Agar tidak tegadi pengelasan yang udak berkatan demgan pokok
permasalahan, dan mengingat lasnya permasalahan meng m:na pemakaian tanab
negara, maka penulis membatasi masalah pada prosedwr ym pemakaian lanah
negara berdasarkan Peraturan Daersh Nomer 7 tahun 1994 tenmang |jm
Penggunaan Tanah Pengawan danatan Tanah Jalan Propinst Daerah Tingkat
Jawa Terpah, beberapa permasalaban iyn pemakaian taah pengaran okh Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah d Kota
Semarang dan Kabupaten Kendal,

C.Perumusan Masalah
Pembahasan - mengenai  prosedr - pengpunaan  fansh - negara  akan

dihadapkan pada berbaga kendals seria masalah yang timbui den herus
diselesaikan aleh kedua bewh phak yvaknd ‘pervben ipn pengpuna tanah negara
dan masyarakat selaku pemegang ipn Maka penulis menentukan perumusan
masalah sebagai berku :
|. Bagaimana prosedul permohonan 1iin pemakaian tanah pengairan ?
2. Apa sap kendala yarg dihadapt ol¢h femenntah Dacrsh dalm
pelaksanaan  perbenan m penggunaan  tangh  negara  dalam
pengelolaan oleh Bala Pengelolaan Sumber Daya Asr Jragung

Tuntang Propinst fawa Tengah.



D.Tujuan Penelitian

Tuuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi m adalah tujuan
subyektif dan tuwan obyeknf
[. Tujuan Sibyektif
Untuk penyusunan skripsi dengan jodul Penggunaan Tanah Megara
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomer 7 tahun
[994 tentang Ljin Pewakadn Tenah Penpsiran dan/slse Taned Jajes
Propinsi Daerah ‘Tingkat | Jaws ‘l'engah scbapal persvaratan penyeiesaian
studh untuk mencapai pelar Sanana Hukum (SH)
2 Tujuan Obyektif
a  Unluk smengeétahul téntang tinpuan  pelaksaneasi perijinan  pemakaian
tagah negara olch Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
Propinsi Jawa Tengah.
b Unwk memberikan sumbangan ilmu pengetahusn dukum pada umumnya
dan pembaca pada khususnya,
¢ Untuk memberikan masukan pada [instansi Pemzrintah yang terkait
tentang Kendala serta maselah yaig dibndap dalam pelaksanaan penpnan
pengiunaan, tanah negava - pengairan  dan‘aiay  jalan  guna  mencac

penyelesaan

E.NistematikaP e nulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dan
liap-tiap bab dibagi lagi ke dalam sub-sub bab. MHal ni dimaksudkan apar dapat



memperjelas dalam penguraian selanjutnva. Adapun sisiematika sknpsi i akan

penulis uraikan sebagal benkun

BABI : PENDAHULUAN
Dalam bab i akan diplaskan mengenai latar belakang masaiah
vang d dalamnya terdapat alasan pemilhan judul, pembatasan
masalah, perumusan masalah untuk dapai lebk menprus dalam
merumuskan  serta mempelajari masalah yang 1efadi, wjuan
penelitian yang mengemukakan wjuan subyektifl sera tujuan
obyektif dan sistematika penelitian.

BAB N : KERANGKA TEORITINJATUAN PUSTAKA
Dalam beb ini akan dijelaskan mengenai teori-teon dasar hukum,
peratuan-peraturan  yane berkailan dengan permasalahan  yang
diteliti, kajian kepustakaan melpult © Pengertian Retribusi Daerah
dm ¥ekayaan, Dacrah, Obyek dan Subvek Retribusi, Prosedu
Penggunaan  Reinbust, Peoagihan Reirbusi  dan  Pembetular,
Fengurangan  Keietapan,  PenghapusanPengurangan  Sanksi
Administrasy dun Pembatalan

BAB I : METODE PENELITIAN
Dalam bab mm diurakan temang mewode sang dipergunakan
mehpuli metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi
dan penarikan sampel, metede pengumputan daa, metode penyajian
data serta analisa daa.



BAB IV

BAB v

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA HASAN

Dalam beb mi akan diuratkan mengenai hasil-hasil penehtian, yaiu
pelaksangan penggunaan tanah negara anlara Balai Peng elolaan
Sumber Dava Air Jragung Tuntang Propmsi lawa Tengah dengan
masyarakat pemepang ym, baik terhadap kendaia-kendala yang
dihadap! maupun cara2 mengatasinya.

PENUTUP

Pads bab ini penulis akan mengurakan kesimpulan-kesimpulan dan

gseluruh bab yang telah dwtakan sebelumnya dan disajikan pula

saran-saran dan pepemuan penulis dalam mengadakan pencltan

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan kebijaksanaan pemerintsh bidang sumber daya aw, tefah
dikermbangkan simtem pembingan sumber dayn ar yang melibatkan unsur rakyat
dan pemerintah sccara terpadu.

Sesuai dengan kebiljaksanaan tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
bertekad untuk meningkatkan tugas-tugas di bidang pengelolaan sumber daya air
sesual  peraluran  pefundang-undangan yang  berlaku, uniuk penyelengparaan
lugas-tugas tersebut perly mengatur. pengeymaan sumboer daya air utamanya
mengenal pengpunaan . fanah pengairan melalu ussha-usaha pengamanan  dan
kelestarian bagi pengaluran sumber daya afr,

Salah saty usaha untuk pengemznan dan . penppunaan tansh pengairas
diterbitkan Peraturan-Daerah Propimsl Jawa Tengah Nomoi 7 Tahun 1994 wentang
[jn Penggunaan Tanah Pengairan danfAtay Tanah Jalan Propinsi Daerah Tmghkat
[ Jawa Tengah, sehingga I¢bih tertib, terarah den terdaya guna serta membenkan
landasan haluan begi apatal Pemedntah Daerah untuk melaksanakan pungutan
retribusi  ats penggunasn tanah penpaivan  dalam rangka  meningkatkan

Pendapatan Ash Dacrah Sendiri {(PADS),



A TanahPengairan

i

Pengertian Tanah Pengairan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi

Jawa Tengah Nomer7 Tehun 1994 Jo Peraturan Daerah Nomer 11

ta hun 2002

Menuret Persturan Daerah Propmsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun
1998 Jo Peranran Daerah Nomor I talhun 2002, yang dimaksud dengan
tanah pengaiman yafu -

a Tanggul sungni, saluran pembawa irigasi, tanah bangunan, jaringan
irigasi dan tanah komplek Bendung,

b. Saluran pembuang dan drainase.

¢ Tanzh daerah waddk  tanah bekas waduk, waduk Tapangan, tanzh
sungai dan bekas sungal.

d' Tamah sempadan sungas, daerah manfiast sungai, tansh d daerah
penguasa sungal vang berada & luar daerah sempadan.

¢ Tanah steen [ bantaran / bokongan / semeén [ lambiran / lepe-lepe dan
serenisnya.

f Tanah wang telah dibebaskan oleh Pemeriniah Daerzh ynuk
Perencanaan pengairan.

g. Tanah-tanah bekas  proyek  sekoral  yamp | discrahkan  kepada
pemenntah daerah.

Maksud dan mjuan perataran dagrah i membenkan dasar hukum
kepada perangkat Pemerintah Dagrah untuk menmpga memekhara dan
mengamankan kelestarian  tanah  pengairan, dalam  rangka menjapa
kelestartan  fumgsi sungai, selamm ma menertibkan pemzkaan tanah
pengairan sea  melaksanakan pungutan retmbusi baya perijinan dan
retnbust  pemakaian tamh pengeiran, daam angks  meningkatkan

pendapatan daerah.



2 Pengertian Penggunaan Tanah Negara.

Sebutan: tamah dalam bahasa k#a dapat dipakal dalam berbagai am,
maka dalam penggunaannya perlu diben batasan agar diketahui dalam art
apa istilah tersebut digunakan”. Dalam hukum tanah kata sebutan “Tanah”
dipakai dalam arti ywridis sebaga sesuatu penpertian yang telash diberi
batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasa 4 ayat | UUPA menyatakan
bahwa:

“Atas dasa hak menguasai dan negara sebagai yang dimaksud

dalam Pasal 2 UUFA ditentukan adarwa macam-macam hak atas

permukaan bumi yang disebut 1anah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh erapsorang baik sendin’ mavpun bersama-sama
dengan orang-orang lain sata badan-badan hukum.

Dengan demikian jelaslah, babwz tamah daam pengértian yuridis
adalah permukaan bumi, sedangkan hek aa2s tenah adalah hok aas
sebagian tementu permakaan bumi, yang ierbatas. berdimensi dua dengan
ukuran panjang dan lebar™.

Tanah yang diberkan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-
hak yang dsedakan oleh UUPA adalah untuk dipynakan ata untuk
dimanfiiatkan, dibertkannya dan dipunyai.anya tansh dengan hak-hak
tersebut,

Menurat Soerojo Wignjo Dipoera, tansh memiliki kedudukan yang

sangat penting bagi seorang warga persekutuan. Oleh karena wu, seorang

warga persekuan berhak untuk membuka tansh dan mengerjakan tanah itu

'2‘! Budi Harsono, Hukum Agraria Indongsi. Djambatan, Jakarts, 1599 hat 18
fbid hal 19



10

lerus-menerus dan menanam pobon-pohon & aas tamah iu sehingga n
mempunyal hak milik atas tarah it”

Sedangkan vang menyebabkan tanah 1w memiliki kedudukan yang
sangat penting adalah:

a Karepa Sifatnva:
Yakni merupakan satu-satunya bends kekayamn yang meskipun
mengalami keadaan yang bagaimanapun juga toh masth bersifat tetap
dalam keadaarmyz,
b. Karcna Fzkia
Yaitu kenvataan bahwa tanah itu @
1) Merupakan tempat tinggal persekutuan.
2) Memberikan penghidupan kepadz seluruh persekutuan,
3} Merupakan - fempat  dimana  pae  wirgd  persekulusn yang

memngeal dunia dikebumikan.

4] Merupakan puls lernpal-lem pal dayang-devang pelindung dan h
para leluhur persekutuan,

Persoalan tanah  tentang kehidupan - dalam - kehidupan manusia
mempunyal 8l yang sangat peniing sckahc Oleh karcna it schagian besar
daripada keldupannya adaiah tergantung pada tanah, tanah dapat dinila,
sebagar  sustu  harta  vang mempunyal  sifat  tetap dann  dapat
dicadanpkan untuk keludupan pada masa mesdatang, Tanah adaish tempat
permukiman dm scbaglan wal mansia & samping scbagm sumib

petgindupan bag mercka yang mencan nafkah medaln wsaha tan dan

* Soerofo Wignjo Dipoera. Penganiar dan Asas-asas Hukum Adat, Guoung Agung, Bandung,
1967, kal7



perkebunan dan pada akhimya tanah pulalzh yang dijadikan tempat
persemayaman terakhimya bagi scorang yang meninggal dunta.’
Berdasarkan hak menguasai, negara dapat memberikan hak-hak
#as tanah kepada beberspa orarg aiau  badan hukum  dengan
mempergunakan batas-batas yang telah & ar oieh Peratran Perundang-
undangan.” pemberian hak Mu diberikan kepada pemohon menurut hak
apa yang dimohon dan telah memenuhi persyaratun. Menunat Pasal 16
ayat (1) Undang-Undang Pokok Agrara disebutkan bahwa hak-hak atas
tanzh menuna hukum agrana sekarang iakh
a Hak Muik
b Hak Guna Usaha
¢ Hak Guns Bangunan
d Hak Pakai
¢ Hak Membuka Tarah
f Hak memungut Hasl Hutan®
Terhadap hak sewa s tamah, Undapg-Undang Pokok Agrana
membdeakan menjadi 2 (due) macan hak sewa @as tanzh, yaitu
a Hak sewa ams tanah wuntwk pettaman, yang oleh Pasal 16
dikelompokkan temmasuk hak-hak aas tansh yang sifatnya sementara,

Disebut hak yang sifatnya sementara ialsh karena hak-hak mu dianggap

' Ihwd, hal 202

' Joko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Scbagai Pelaksansan
Mchkanivme Fungsi Agraria, { Jakarm © Ghalia indonesia, 1958), hai 9

“ Hanopo Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hokum Indonesia, (Y omyakana  Libeny, 1988,
hsl 11D
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kurang sclaras depgan Undang-Undang Pokok Agraria dan  hak
tersebut divsahakan hapusnya dalam wakts yang singkat

h Hak sowa as tamh untuk bangunan yang oleh Pasal 16 Undang-
Undang Pokok Agraria disebut dengan “Hak Sewa™”

Sesuai ketentvan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa tansh mempunyai
fungsi sosial dalam arti tansh harus mampu diperdayakan bagi
kepentingan urin, sehingga dapat dimanfaatkan secara optirnal dalam
rangka meningkatkan Kesejahteraan dan  kemakmuran rakyat untek
mewujudkan Pembangunan Nasional dengan tetap mendasarkan kepada
ketentuan undanp-undang yang berlaku, Funosi sosial mipun melekat pada
penguasaan tanah negara oleh lnsiansi Femnerintah yang cara pelaksanaan
penggunaannys derpan Cara ign cewa berdasarkam Peraturan Daersh

Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994

B Retribusi Pemakaian Kekay aanDaerah.

1. Pengertian Retribusi Baerah dan Kekayaan Daerah.
Retribusi  Daersh  vang selanjuinya  disebut  retnbusi  adaiah

pungutan daerah 3ebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 1in tertentu

yang khusus disediakan dan atau diberkan cleh Pemerintah Dacwh untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

[t Soepno dan Abdurrshman, Prosednr Pendaftaran Tanah, tenrng Hak Mikk, Hak Sewa
Guna, dan sk Guna Bangunan (| Jakarta | Rimeka Cipea, 1998), hd 4142
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Menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dinamakan retribust pada
umumnya hubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung
Memanp itulah yang disenpaja, sebab pembayaran terscbut memang
ditujukan semata-mata oleh § pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi
tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran vang sekolah, vang kuliah,
wng uwjizn, pembayaran aboneémen air minum, aliran listnk, gas dan
sebapainya.

Retribusi itu  berdasarkan pula atas  peralurah-peraturan  yang
betlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapal pula
dipaksa yailu - baratg siapn yang ingin mendapat suatu prestast lerienu
dari pemerintah harus membavar "'

Sedanglen yanp dimaksud kekayaan daerah adalah barang-barang
bergerak dan atau tidak bergerak dumihki’ dan atau & bawsh penguasaan
Pemerintsh Propinsi Jowa Tengah yang disediakan untuk dan atau dapat
dimantiaatkan oleh masyarakat soma menungang Serbagai keperluan yang
bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum

2.0byek dan Subyek Retribusi,

Dengan nama Retnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut
retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dun atau tidak berg erak
serla karena pelayanan yang diberiken oleh Pemerintah Dacrah, maka
obyck Retribusi Pemakasan Kekayaan Daersh adalah:

a Pemakaian Tanah.

b. Pemakaian Bangunan.

"' RSzntoso Brotodiherjo, Pengentar llmu Buum Phgk  PT Eresto Bandung 1993 hd 7
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Pemakaian Ruangan.
Pemakaian Kendaraan
Patnakaian alat barat/alat besar.

Fasilitas-rasilitas penunjang lamnya.

Sedangkan subyek Retribusi adalah pribadi atau badan yang

menggunakan atau menikmat pelayanan daerah.

Irosedur Pembayaran Retribusi,

Pembayaran retribusi daerah adaiah besarnya kewajiban yang

harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuar dengan SKRD dart STRD ke

kas Daerah atau ke tempat lan yang ditunjuk dengan batas wakiu yang

telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Dasmah Propinsi Jawa

Tengah Nomor @ Tahyn 1998, Prosedur pembayaran Retribusi mchputi -

a  Pembayaran retribust dilakukan & Kas Daergh alau & lempal

b

lain yang ditentukan denpan menggunakan SKRD.

Dalam hal pembayaran ditakukan d empat yang ditunjuk,
maka hagil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah
selambat-lambainya 2 % & jam alau dalam  waki  vang
ditentukan ¢leh Gubernur Kepala Daerak.

Dalam  hal wayb  retribusi teréniu tidak membayar tepat
waktunya atau  kurang membayar.  dikenakon  sanksi
admimstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sehap
bulan dan retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
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d Proscdur pembayaran retribusi yang dilakukan ditempat lain
dimaksud ayat | pasal i ditelapkan oleh Kepala Dacrah.

Selanjutnya dulem Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Tengah Nomeor 9 Tahun 1998 disebutkan :

a Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

b Kepala Daecrah atau Pejabat yang drunjuk dapat memben nn
kepada wapb retnbusi ustuk méngangsur retrbusi  terutang
dalam jangka wakta o tertenty dengan alasan yamg dapat
dipertangung)a wabtkan.

¢ Poscdul peinbayaran refibusy dimaksud ayat (2} pasd o
ditetapkan olell Kopala Duaerah.

d Kepgla Dacah atsu Peiabat yang ditunjuk dapat mengijinkan
wagh retrbust untuk menunda pembayaran retribusi sampal
baas - wakiu vang  ditentukan  dengan  alasan  vang  dapal
diperianggungawabkan.

Pembayaran = reiriblist sebagaimand dimaksud daiam Pasal 14
Peramran Dacrah ini diberikan tanda buktr “pembayaran dan  setiap
pembayaran dicatat delam buku  penernaan, Kemudian  bentuk, isi,
kualilas, uhuian bubku dan landa bukli pembayaran retribusi ditetapkan

uleh Kepald Dacrah



4 Penagihan Retribusi.

Surat Tagihan Retrbusi Laerah, yang dapat dismgkat STRD
dipakai umiuk melakukan tagban rerribusi dan atau sanksi adoministrast
berupa bunga dan atau denda Sedangkan yang dimaksud dengan
Penagihan Retribusi Dacrsh adalah serang kaan keg jalan perungutan
Retribusi Daerah yang diawali déngran penyampaian Surat Peringaian,
Sural Teguran, vatg bersangkutan melaksanakan kewajban  untuk
membayar 1etribusi sesuar dengant jumlah Retribusi Daerah yanp terhulang
dan wang Retribusi Degrah adalah sisa biang retrbus) alas nama wajpb
yang tercamum padz Surat Tagihan Reinbusi Deerah, Sural Ketetapan
Rewibusi Daerah lebih bayar atau Surat Kcietapan Retribusi Daerah
Kurang Bayar Tambahan yans belum kadaluwarsa dan retnbusi lainnya
yang masih terbutang sedangkan Penagihan Refribusi dalam Pasal 16
Perawwan = Decrah  Propimsi  Jawa  Tengah MNomor 9 Tahun 1998
menyatakan

a Pengeluaran Surat ToguranPeringatan/Surat lain yang sejenis

sebapai™ awal tindakan “pelaksansan’  penagthan etnbus
dilakukan sepera setelah 7 (ujuh) hard sepk jatuh lempo
pernbayaran,

B Dalam wakw 7 (wjuh) han setelzh tanggal Surat Teguran/

Peringatany/Surat  lain  yang Sejenis, wapb retrnbusy  harus

melunasi retribusi yang terhutang.
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¢ Surs TepwanPeripgatan’Sural lain yang seiens dimaksud
avat (1} pasd ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bentuk formutir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan
Retnbusi dmak sud Pasal 16 avat {1y Peraturan Daerah i ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
Pembetulun, Pengurangan  Ketetapan. Penghapusan  atau
Pengurangan Sapksi Admini strasi dan Pembata lan

Wapb Retribus: dapat mengaukan permohonan Pembetuian SKRD
dan STRD vyamez datain penerbitannya. terdapat  kesalahan  tertulis,
hesalahan  hilong atsu kekelirvan  peociapan - poraturan  pelundangs
unclangan  Renbusi Do wajib e mibusi jegs  dapat mengga juboun
permehonan penguriugan atay penghapusan sankst administrasi berupa
bunga dan Eenakan retmbusi vang ierhuiing dalam hal sanksi tersebut
dikenakan  karcna kekhifafin wapb  retribust  &fay  bukan  karena
kesalahannya, selam m wapb retnibusi dapat menpajukan permohonan
pengurangan dau pembatalan ketetapan retribusi yame tdak benar

Permohérian penmibetilan, pengurangan, Ketetapan, penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan hams disanipaikan
secay tertuls ofeh wagh retnbust kepada Kepale Daerah atmn Pojaba

vang ditunjuk paling lama 30 (ligs puivh) han sepk laogeal diterima



i
SKRI} dan STRD dengan memberikan aksan vang jelas dan mevakinkan

univk mendukung, permohonannya ”

UNISSULA
aeellal/lgoRlololuinala

' Perawran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor © Tabun 1998 temang Retrjbusi Pemalaian
Kekayean Daerah,



BAB 1H

MEYOHDE PENFLITIAN

Perusunan skrips! berjudul Pengpunaan Tansh Negara Berdasarkan
Poraran  Dacrah  Propinsi Jewa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ijin
Penggunaan Tansh Pengairan dan/atan Tansh Jalan Propinsi Daerah Tingkat |
fawa Tenpah di Kola Semarmng ™ telah menponnakan bebempa cam  dnfam
melakukan penelitian.

Pengertian atau detinisi danl metodolog pepelitian menuat  Kartim
Kariann adalah sehapal herikir

Istilah metode penshtian hersal de kit “metede” sedangkan kata

metode berasal dad kaa Cmethodos” (oahasa Yunan) yang artinva “jalan

sampai, met - Jogos  jalan™Ol

Rerhubunpan dengan upaya ilmiah, maka meode menvanghkul masalah
kerja untuk memahann obyek yang menjadi-sasaran ilmiah yang bersangk uan,
Dengan derukian artt metodolegr adalah tentang metode yang menyanpkut cara
kers untuk mengeighul serta dapat memshamt obyek vang mengadi sasaran dmial)
penulis adalgh penpeunzan tanah Negara berdasarkan Peraturan Dacrah Propins
Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994

Sedangkan penelitian itu sendin’ menurut pendapat Sutrisnc Hadi adalah

sehagai berikut |

“"¥arini Karono, Pengantar Metodologi Research Sogial Alurni. Bandung, 1983, hd 15

19



penkul
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Penelitian  adalah  usaha untek menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengelahuan, ussha manz dilakukan dengan
mempergunakan metode-metode imiah."

Definisi penehuan hukum merurut Soeryanto Soekante adalah sebagm

Penelittan hukum adalah sebagai kegiatan idmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika dan  pemikiran terientn yang  berujuan  unwk
mempelajari salu atay beberapa gejala  hukumy tertentu dengan jalan
menganalisa, unwh kemadign oengadakan  sualn  pone calag was
permasalahan-permasalahan | yang  tmbul . pada ek yang

hersangkumn.m

A _Metod Pendehatan

Metode pendekatan. yang dipergunakan dalom pengiitian ini adailah

metode  Pendekatan  Yuridis. MNormatif  waitu  suam.  metode  yang

menitik beratkan . pada segi  hukwen - untuk meneliti sejash mana  hukum

diterapkan dan dilaksanakan univh desyelosaihan suale perkara huk un yang

secarg myata dalam kehidupan masyarakatl pada umumnya, dengan berbagam

taktor sosial yang mempengaruhinya

"™ Soetrisno Hadl. Melodobgi Research, Fakuitas Pskhologi LGM, Yogyakarta., 1980, hd 4
'# Soerjonc Soekamo. Pengantar Penclitian Hukym, UL Jekara, 1981, hal &



R. Spesifikasi Pencfilian

Spesifikasi dalam penedtian ini adalah deskripsi kuatitatif, kerena dan
hasl pencliian ini dibarpkan dapat wemberkan gambamn swcara maei
mengenai kenyataan tentang posedur penggumaan taneh negara berdusarkan
Persuran Dacrah Propisi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 3994 temtang {jin
Penggunaan Tanah Pengaran danjaiau Tansh Jalan dengsn Retribusi okh
Balai Pengeiolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi faws Tengah.
Di Kota Semarang,

Di mana dalam Pemtwan Daerah Propinsi Jawa Temgah Nomor 7
Tshun 1994 Bab V Pasal 10 distur mengenai retibusi oleh Belpy Pengelvlaan

Sumber Daya Air Jragung Tumang Propmsi Jawa Tengoh,

. Metode Pengumpulan Uiala
Perelitiat sknpsi berjudul “Pemgpunaan Tanah Negesa Berdasarkan
Peraturan Daerah Propisi dawa. Tengah Nemor 7 Talup 1994 tenlarg Ijin
Pettygunaan Tansh Pengairen dan‘stay Tapah Jalan Propinsi Daersh Tingkat ]
Jawn Terygmh di Kota Semammg . mearperoleh daz benpa
I Bats Prier
Data primer dpmakan untuk mencari halhal empids temang pelaksanaan
i penpgpumann tanah pegara Mmeliputi data pelaksanaan ijin penggunaan
tanzh negara 41 Bala) Pengeiolaxn Swmber Daza Air Jagung Tuntang
Proping fawa Tengah Data Primer dperoleh dengan cas  sebaga
berila :



)

b)

Observas Langaung

Sumwu care pengambilun da  dengan pengematan langsung ke
lapangan untuk mendukung date-data yang sudah eda atau hasi
penclitian yang pernah ditakukan,

Pungamatan secara langsung dilkakukan dengan melhat kegutan
pelaksunaan petijinan taneh pengaran & Balai Pengeiolsun Sumber
Daya Air Jrapung Tuntang Propinsi Jawa Tengah guna mendapatan
dawm menpenai kogikten pergman tanalt pengairan.

WiE Tview alol Wawancar.

Wawancara thiskukan dengan pergguna tansh dan Kepaln Baba
Pengeiolaan Sumber Days AT Jragung Tunmng Propinsi Jawa Tengeh.
Sifal wawancara bdias terpimpin, pewuwarncam felah menyusun suat
daltar poranysen  tetlebth  dahulu  dem mengembangken  deter
pertanyaan  tersebut schingpa pewawantars mendapatkan awaban
sebanvak mungking Dengan ¢afa ni diharapkan dapa dipereleh daa
vahy lebih Ris, koviiden diadakan pengmnalisaan data, pengecdan
dwv  penilman.  Dagan s wawancars  bebas  terpiapin 0
pewawwEicara WM penelitl dapd tengadakan  kephalan
pewawancaragh gevan Was din komunkatif, sehingga Rk hoégya

terbates pada pokok-pokok pertanyuan yang telah dibuat



2 Data Sekunder

Daa sckunder merupakan daa unmk mendapatkan teor-teont dan konsep-
konsep menpenai pelaksanaan perifinan tamah pengairan vang telah
disepakati olch kedsa belah phak. Yaitu phak yang memznnkan, yang
dalam had mi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
Propnss Jawa Tengah dan masyarakat selaku phak yang mengajukan
permohonan in.

Sehingga dalam melaksanskan perijman tanah pengairan masing-masing
pthak tidak ada yang saling dirupikan oich salah satu pibak Daa sekunder
terscbut dapat diperofeh melalut swds kepustakaan. Pada 1ahap i penubis
mengumpulkan data-dea dengan jplan mempelajan peraturan perundang-
undangan, lteratur-llcratur —serta  fehrrensi-cederensy  lmnnya  yang
berkaitan denpan masalah pokok penelitian guna mendapalkan dasar teon
dalam penyusunan sknpsi ini, séperli masalah jumal stau makalah ataupun

mass media.

B.MetodePenyai i AnalisisDats

Metode Penyajian Dats.

Dxa primer dan data sckunder vang telah diperoleh, dikumpulkan dengan
melakukan pengolaban das atau editng dmana dalm ediong ni semua
data diperksa, ditehth dan diseleksi umtuk menjamin apakah data dapat
dipertanggungjawabkan sesual dengan kemvataan dan sekalipus dilakukan

koreksi terhadap daa yamg keliru, serta bila pedu diadakan penambahan



untuk melengkap data yang kurang Setelab pengolahan data selesa,
selanjutnya disajikan secara sistematis.

Metode Analisis Data.

Data primer dan data sekunder yang sudah dapat terkumpul disusun,
disajikan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif
yang menghasikan daa desknppf analisis yaitu hasil  pengamatan
jangsung yang dinyatakan ofeh responden secara tertulis maupun hsan
serta melalul tingkah laku nyata yang utuh. dalam benk keterangan-
keteranpan atau alasan-alasan dan $elanjumya disusun kembali secara
teratur  sehingga- akan mudah, mengkiarifikasinya.  Analisis daa i
merypakan  penpkaian  tethadap penpolahen data  vang  kemudian

dituangkan dalam bentuk laposan penelitian atau skripst secara sistemalis.



BAB I¥

HASIH., PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Prosedur Permohonan ljinP emakaisn TanahPengairan
{, Wilayah Kerja Balai PSDA Jragung Tuntang

Ralai PSDA Jragung Tuntang merupakan unit pelaksansan Teknis
yang secara kelombagaan berada ¢ bawah Dinas Pengelola Sumber Daya Air
Propinsi Jawa Tengsh yang pembenikannya didasarkan pada Peraturan
aerah Propinsi Jiwa Tengah Momor 8 labun 2002 temang  Susunan
Orpeanisasi dan Tata Eerjn Dines Pengelola Sunber Daya A Propinsi Jawa
Tenpah Wilayalr Xeg Teknis Dinas PSIJA Propinsi Jawa  Tengah dibagi
pada masng=masig Lot Pelaksana Teknie Daerzbh (UPTD), yang terdin
dari

4 BPSEA Jragung Tuniang d_Scmarang.

h  BESDA Seluna d Kudus

¢c. BFEDA Benpawan Solo d Solp.

d BPSDA-Permah-Comal & Tepal

¢ BPSDA Kutaharjo di Progo Beponta

{ BPSDA Serayu Ciandui d Purwakarta '

) Kepuwsan Gubernusr Jawa Tengah Nomor {4 tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi
Taa Kerja Baki PSDA tanggai 25 Februari tehyn 1998

25
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Dalam skrips: ini, penefitian mengenai retribusi pemakatan kekayaan
daerah yang merupakan assel Dnas PSDA banys difakuban pala Balar PSDA
Iragung Tuntang yang wilayah kena icknisnys d beberapa  wilayah
adminisirsi kabupaten/kota meliputs:

a Kabupaten Semarang.

b. Sebagian Kabupaten Demak.

¢ Sub Kabupaten Grobogan

d Kota Salatiga.

¢ Kabupaten Kendal.

Wilayah kesja teknrs PSDA Jmpung Tuntang ni tdak sama dengan
wilay ah_administrasi Kabupatenkoia Larena secara peuprals didasaikan pada
dacrah pengaliran sSuipay stbagai Sumber A déngan pendekatan efisiens:
pengelolaan sunber ar pada rrasing-udsing unil -polab $8naan 1ekois daeral)
Namun  pencliian mi akan dibatasi: dalam wilayah Koia Semarang dan
Kabupaten Kendal.

Pelakaanaan Ijin Penggunaan Tansh Pengairan

Sebagaimana diwrgiken sebetumnya, bahwa lanah neguea ook
funpsi sosial seperti yang distur Pasal & Undang.lUndang Nomor 5 Tahun
1360 tentang Kelentuan Pokok-Pokok Agrana. Adapun cara  penggunaan
permant: iatannys olels masyarakat secara normatf diater dalm  Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomer 7 Tahun 1994 yang pelaksanaannya
lebsh Rngn diater delam Petanjuk Teknis Kepala Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Propinsi Jawa Tengah. Prosedur pengajuan 1pn pengpumian (anah
pengairan oeh nasyarakal dapal dijelaskan sebapal berk



Blanko Permohonan ljin

Bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan 1in pengsunaarn
tanah pengairan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan
cara mengisi blanko isian yang telah disediakan oleh Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah yang datam hal

ini dopm diberikan kepada pemohon melalui Koordinator Lapangtn
(Korlap) yang ada df beberapa. wilayah kerja Balai sesua letak tanah yang

thmohon.

Hal-hal yang termuat dalam bianko permohonan antara [ain :

- Ideniitas pemohon

- Lelak tanzh yang dimohon

- Luas dan wkuran bidangnya

- Rencann penggunaai

- Balas dan sempadan

- Jangka waktu ijin.

In samping ~mencanumian data - iersebut, pemohon  juga  harus

melampirkan antera fain ;-

. Foto copy KTP

- Folo copy akte pendirian perusahaan bagian Eindan Hukum.
Gambar situasi tanah yang dimohon

- Suml pernyatoan berscdia membongkar/dibongkar paksa bermalerai
cukup

- Copy Surat Keputusan (SK) yang lama, bagi pemohon perpanangan.



Untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan status tanah yang
dimohon terhadap pemiikan pihak lain, maka dalam permohenan ijin
diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan maupun Camat sctempat. D
samping hal tersebut juga dimaksudkan agar apabila dikemudian hari
terdapat permasalahan yang terkait dengan status pemibtikan/penguasaan,
Kepala Desa/Lurah maupun Camat  dapat  ikut membanu  dalam
penyelesaannya.

Paia Tekms

Uniuk kelenpgkapan dain teknis a@as anah yang dimohon, terlebih dahulu
dilakukan peninjauan lokos( dan pengukuran tanab gune mengretabui uas
den batas-batasnys serta baies teknis yang dapat diijnkan.  Hasil
pengukuran - tersebul dituangkan. dalam bentuk. gambar situasi sebagai
kelengkapan surat permohaonan ffin.

Pelaksanaan pengukuran < lokasi dilkuti oleh pemohon den aparat
Desa/Kelurahan  untuk  menunjukkan  batas-batas  maupun  rencana
pemasangan patok batas sertd hal-hal yang terkait dengan kewajiban
pemohon terhadap penggunaan tanah yang terkait dengan  dampak
ingkungan sekitar,

Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Ijin

Proses selanjutnya atas berkas permohonan yang telah dibuat dan
ditandatangani  oleh  pemohon sata  t¢lah  diketahur  oleh  Kepala

Desa/Lursh maupun Camat, diteruskan kepada Kepala Balai Pengeiolaan



Pt

Sumber Daya Air Jagung Tuntang Propinsi Jawa Tengah untuk
mempercleh penyelesaian lebik binjut, apakah permohonan tersebut dapat
dikabulkan atan ditolak. Tethadap hd tersebut terlchih dahulu dilakukan
penilaian  secara administratif dan teknis alas betkas permohonan
dimaksud oleh Kepala Seksi Eksploitasi selaku seksi yang membidang i
perijinan. Apabila berdasarkan seleksi admimstrasi dan iekmis tidak
memenuhi  persyaratan, maka permohonan ditolak dan apabila telah
memenuhi persyaratan akan dipreses untuk penerbitan Surat Keputusan

[jinnya'

3. Hak dan Kewajiban Pemegang ljin atsu FPihak yang Menyews Tanah

Peraturan Daerph Propi'nsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun {994 temang

Pemakasan Tanah Pengairan danfstan Tanab Jalan Fropims: Daerah Tingkat [

Jawa Tengah harya mengatur téntang kewsjiban dan larangan bagi pemegang

ign. Substansi tersebut juga dituangkan dalam Surat Keputusan lin antars

lam ;

a

b

Dilarang mendirikan bangunan peemanen

Apabila dipergunakan untuk bangunan banya bersifat bangunan sementara
slay semi permanen.

Dilarang melanggar batas sempadan,

Dilarang menanatm tanaman keras,

') Hasil wawancara dengan Bapak FX Headra lsmudiarto, BE, Kepakn Seksi Eksploitasi, tanggal
13 Jamiars 20{4



e Membayar retrbusi.
f Tidak dibenarkan mengalibkan ijin kepada siapapun

Tethadap  pelanggarad  alas  ketentan-ketentuan  (ersebut  dupat
dikenakan sanksi berdasatkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994
Adapun sanksi tersebut dapal berupa:

a Pencabutan 1)jin.
b Denda petangparan.
¢ Bongkar paksa #as brya pemegang ipn.

Dalam . fangka pefgawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 1994 jo FPeraturan Daerah Nomer  11° Tahun 2002, secaa berkala
dilaksanakan penegakan hukum lerhadag Peraran Daerah lerscbul dengan
melibatkan insiansi terkait baik & jajaran Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
mapun BPemeriniah KabupatenfKota,

Jenis dan Jumlah Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu kesdaan yang menyimpang dar zpa yang
telah diwa)jibkan atau telah  berteniangan dengan peraturan  dasamya.
Pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tabun 1994 jo
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahwn 2002 dapat dikenakan sanksi kepada stapa
sa@ yang memenchi Keenluan Peraturan Dacrah lersebul, Jems dan beral
ringannya sanksi sesual dengan ketentuan Peraturan Daerah Tersebut.

Unwk mengetahui ems dan jumlah pelanggaran yang terjadi o

lapangan, Balai Pengelolasn Sumber Daya Air Jrgung Tuntang Propinsi
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Jawa Tengah telah melakukan inventarisasi permassalalhian perijinan sebagai
langkah awal dalam rangka pengamanan den penindakan terhadap pilak-
phak yang telah melakukan  pelangyaran. Mengenai jJenis dan umial
pelanggaran tersebut dapat difihat pada tabel yang tersaji berikut int .

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Pelanggaran Penggunaan Lahan Irigasi

No Ft":;:’:;::::;'"“ Upaya Penyelesaian | Usul Pemecahan
= | 1 L 3 . 4
I | Pemanfatan bekas  kal | Rapat koordinass | Perly adanya tndak
wntang  kona - & Kecamatan | dengan Pemerintah | lanjwl dalam bentuk
Demak ~ Kabupateri  Deaak | Kabupzaien Demak kerjasama  dengan
untuk Kios pedagang kaki lima Kabupaten Demak

ian tempal tinggal ranpa jjin.

7 | Pemanfaaten  fanat, bantaran | Koordinasy  dengan | Perlu  peneriiban
as kali Banjir Kanal Timur | Kelutahan Peterongan | dan findskan secam

uniuk tempat tingal sebanyak | dengan Kantor | wkum 65U
2 bidang telah disemifikatkan | Feranahan Kot | peraturan yang

ek milik tanpa sepengetahuan | Scmarang |/ beriaku
Balai PSDA Jragung Tuntang ,

3 | Pengelolaan tanah bamaran | Koordinasi  dengan | Periu ada
Kah Banjir Kanel Timur colh | Kecamatan Semararg | kerjaswma  dengan
Pemerintah Kot~ Semarang | Tnmw  dan Dinas | Pemennigh Kol
uniuk kiog pedagang kaki ima | Pekerjoan Umum Koia | Semartang.

d Kecumaten Semarang Tinwe | Semarang,

|
4, | Penguasaan 1mah bekas Kali | Koordinas: dengan PT. | Perlu penanganan
II | Bawyir  Kanal  Timur  di | Pelabuhan  Tanjung | oleh  Depattemen
| | Kelurahan Kemijen Semarang | Mas Semarang. pemukLman dhn
| | Tupr oleh  PT, Pelabuban Prasarana  Wilayah
| Tanumg Emas untuk tempat dengan Departemen
| pelelangan ikan. Pethubumyg an
| {penyclesman d
tingkat
| Depare men)

Sutnber ¢ Date Sekunder Balai PSDA Propinsi Jawa Tengah tatun 2002
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Berdasarkan tzbel tersebut i alas dapat diketahui balwa pelanggaran
banyak terjadi di Kota Semarang, yakni pada barkaran kali Banjirkanal Timur
4 tiga Iokas Sisanya adalah pelanggaran yang dilakukan d wilayah
Kabupaten Demak pada bekas kali Tuntang yang terletak di Kecamatan
Demak, Raia-rata pelanggaran yang dilakukan adaiah mendirikan kios alau
bangunan tanpa ifin, bahkan untuk beberapa lokasi telah didirnikan bangunan
rumah yang bersertipikat tanpa sepengetahuan Balai PSDA Propinsi Jawa
Tengah.

Selain _polanggaran. dolam | beniuk pendirian  bangunanfkios, terdapal
pelanpgarat lain berupa perarbangan bahan galian golongan C & wilayah
kali Knte Kabupaten Batang dan d wilayah kali Bodn di Kabupaten Kendal.
Torget dan Realisasi Retribusi

Untuk memenuti  keburghan  anggaran. dalam  penyclenggaraan
Pemerintahan Prepisi Jawa Tengah, diperlukan kernja keras dalam menyusun
dah menyiapkan anggaran pewibangunan bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakya Daerah scbapai badan legslaif yang beskedudukan sejajar dengan
Gubernur Jawa Tengah selaku pihak eksekutif. Anggaran pembangunan yang
sedemikian besw antars lain diopang deri pencrimaan Retnbusi Kekayaan
Daerah d samping papk dan pendapatan lain yang sah. Untuk memenuhi
anggaran terscbut, Pemermtah Propmsi Jawa Tengah melalw instanst Teknis
yang membidangi Pendapatan Daerah yain Dmas Pendapatan Daerah

Propinsi Jawa Tengah selake Koordinator Pendapstan d Propinsi Jawn
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Tengah, bertugas untuk menyiapkan rencana target pendapatan  yang
bersumber dari penerimann Retribusi Kekayaan Daeral sebagal sumber
Pendupatan Asti Daerah Sendiri (PADS)

Dari hasil penclitian & lapangan dapat dijelaskan bahwa target
retribusi  yang dibebankan kepada Balai Pengelolaan Sumber [Daya Ar
Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dan realisasinya selama 5 tahun
terakhir dan hun 1998 sil 2002 menunjukkan anghy sebagat berikul

Tabel 2

Target dan Realisasi Retribusi Balai PSDA
Selama talhun 1998 sam pai dengan tahun K2

No. Tahun Target . Realisast

{ 2 N | 3

I 1998 Rp. 43.823.025,00 Rp. 42.508.334,00

2. 1999 Rp. 46.129500,00 Rp. 44.208 667 00

£ 2000 Rp. 51.255:000,00 Rp 47.743361.00

4 2001 Rp, 56.950.000,00 Rp. 52.997.350,00

5. 2002 Rp. 67.000. B00 00 Rp. 61.125625,00 |

Sumber - Data Primer Balal PSIYA Prnp!nal lawa Tengah tabun 2002

Berdasarkan 1abel “tersebn & ates dapal dikctabui bahwa (argel
retribusi yang ditclapkan oleh Pémeérintah Propinsi Jawa Tenpah termyata
tidak dapat terealisasi 100%. Pada tahun 1998 dan target reirbusi sebesar
Rp. 4382302500 hanya terealisasi sebesar Rp. 42508.334,00 saj,
sementars untuk whun 1999 dan tlarpel retibusi yang ditetapkan sebesar

Rp. 46129500, 00 hanya lereahsasi sebesar Rp. 44.208,667.00. Pada 12hun



2002 targel retribusi yang ditelapkan sebesar Rp. 51255000,00, namun
hanva tercabsasi sebesar Rp. 47745361,00. Tahun 2001 dnetapkan target
retribusi sebesar Rp. %.950000,00, namun hanya dapat terealsasi scbesar
Rp. 57.997350,00. Uniuk tahun 2002 dan target retnbusi yang ditetapkan
sebesar Rp. 67000000 00 hanya tereslisas sebesar Rp. 61.123625,00

Kepagalan Bala PSDA dulam mencapai target rewbusi selama lima
tahun terakhir lersebut dikarenakan pada sast stu kondisi sosal ghonomi dan
poltik nasional belum stabit dan ecniderung tidak menenty. Penyerobotan
unah yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan  cara
pensertipikatan alas ‘nama pororangan rmerupakan salah sat scbab tidak
lercapainya target refribusi Aral anah yang seula menjadi obyek retribusi
tclah heralih menjadi milk peroranpan. Sebaby lain udak tercapainys target
reitibusi adalah adanys “pelaksanaan pungutas techadap abyek-ohyek retribusi

okh Pemernntah Kaupaten dalam masa transisi pelak sanaan atonomi dacrah.

B _Kendala yang DihadapiolehPemerintah  Dacrah  dalam  Pelaksanaun

Pemberian_Ejn_Pengpunaan Tanzh N egew dalam Pengclofaan oleh Balai
Penpeloiaan Sumber Dayadir Jragung Tuntang PropinsiJawaTengsh

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telsh diuraikan d atas dijumpa
banyak permasalaban yang memerlukan penanganan baik deari sepi admimistrasi
perijinan, tekms penataan lingkungan, keuangan. penegakan hukum  yany
penanganannya  diperlukan  koordinast  dengan  pihak-prihak  1erkail  secara
prosedural terhadap proses peniinan cukup transparan dan normatif, namun dafam

penerbitan  Sural keputusan hin relnibust pemakalan  kekayaan daersh perlw
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kejelasan format dengan caa memilih-milik atau membedakan sesual rencana
peruntukan  penggunaan tangh, Karena masih dijumpai dalam format  sural
keterangan ijin yang mensyaratkan adanya ketentuan ijm mendirikan bangunan

(IMB). Bagt tanah yang penentuan penggunaannya untuk pertamian alau bercocok
lanam yang seharusnya hal tersebut tidak diperlukan.

Dalam  penataan lingkungan, unfuk menghindar{ Tumpang tindih
penerapan kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya dampak sosial
rmaupun kebijakan tala ruang antara Pemerintah Propinsi dengan Pemermtah
Kabupaten/Kota, dilakukan sinkronisasi kebijakan dengan cara koordinasi
sehelum diterbitkan keputusan ijin penggunaan tanah khususnya dengan Dinas
Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten/Kota sehingga pada akhimya
tidak ada safing lempar tanggung jawab jika terjadi ketidaksinkronan kebijakan,
Misainya saja tethadap pemunguian lanzh yang beradz dilokasi yang berdekatan
dengan sungar ataw dalam batas-batas daersh scpadan-sungat schingga sedapal
mungkin dihindadi peruntuken pengpunaan tanah yang dapat mengganggu
pembinaan sungal yang mencakup perlindungan, pengembangan dan kelestarian
sungai sebagal sumber air. EX sisé lain permasaiahan yang muncul menyangkut
prosedur administrasi maupun-stalus kepemilikan tanah serta hak dan kewapban
Oleh karena i dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna bersama-sama
dengan instansi terkail utamanya unsur Desa/Lurah dan Camat,

Dari scktor keuangan (retribusi} ternyata oleh Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Jragung Tumtang belum dilakukan pemungutan baik terhadap tanah

yang telah dimanfiaatkan maupun tanzh yang belwn dapat dimanfiaatkan tetapt
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mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan, dalam rangka
meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari restribusi kekayaan
dacrah. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jrogung Tumtang merasa petly
membuat pea potensi, sehingga dapat diketahus vencana perolehar. pendapatan
untuk memenuhi target yang ditemukan dalam setiap tahun anggaran.

Dalam rangka penertiban pebpgunaan tanah maupun penpgunasn asset,
sampal sagt i belum dilakukan upaya penegakan Peraturan Dacrah yang
didukung oleh pejebat penyidk pepawai negeri yang keberadaannya d bawah
koordinasi dan pengawasan (Korwas), penyidik umum, Balar Pengelolaan
Sumber Lava Adr Jiageng Tunlang  mwlai melakukan upaya-upaya umiuk
menertibkan adanya pelanggaran melalui koordinasi dengan phak-pihak terkait
baik dijojaran Pemerintah Propinsi mavpun Pemerintabh Kabupaten/Kota. Upaya
tersebut balum didukung oleh snpgaran vang scharusnys disediokan oleh Balsi
PSDA  Jragung Tuntang. ‘Kebutwhidn yang cukup mendesak daiam rangka
pencgakan Peraturan Dagrah d beberapa wilayah Kabupaten/Kota sebagar bentuk
herjasania  pelaksanaanm  pembangunan  dapat  dijadikan  landasan  membuat
kescpakatan-kesepakatan lebh lanjur  yang  pelaksapaannya dapat  betupa
pembentukan o yustisi gabungan entara Pemeciniah Propinsi Jawa Tengah
dengan Pemerintah  Kabupaten/Kota yang keanggolaannya melibatkan wstansi
tcknis yang terkait fangsung di bidang tugas yang bersangkutan serta unsur bagian
hukum, Untuk mewupudkan adanya kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa
Tergah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melibatkan masing-masing
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk wmemperoleh persetujuan sebagaimana

ketentuan Undanp-undang Nomor 22 1shun 1999 fentang Pemerintah Dacrah.
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Secara umum kendala-kendala yang dihadapt dalam penggunaan tanah
negara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994
¥ Peraturan Daersh Propinsi jawa Tengah Nomer 11 tahun 2002 adalah sebagai

berikut

1. Kendala Administrasi Perijinan

Sebagaimana yang telah diurakan dalam hasil penelitian mengenai
prosedur 1jin penggunaan tanah pengairan, yang proses administrasinya
terlebih dahulu diketahui oleh Pemeriitah Desa/Kelurahan di wilayah hukum,
jetak tanah yang dimohonkan 1jin penggunaannya ndak selamanya dapat
disclesarkan dengan dncar tanpa dijumpar’ kendala administrasi & tingkat
Pemerintah  DesaKelurehan,  Hal - terschut  tenadi  karena  Pemenntah
Desa/Kelurahan meniiliki kepentingan sendiri dalam hal yeng berkaitan
dengan | pendapatan  Desa/Kelurahan, sebagal upaya wntuk mendapatkan
pemnasukan atay retribusi kas Desa/Kelurahan guna memenuhi kebutuhan
cumah tangga Desa/Kelurahan dalam bentuk pembebanun biaya administrasi
yang dirasa  memberatken bagi pemohon fjin, Secara ekonomi buya
administrasi yang dipungut oieh Desa/Kelurahan lebih besar danpada biaya
atau retribusi sebagaimana ditetapk an dalam Peraturan Daerah.

Adanya kendala administratif dari DesaKelurahan menyebabkan
masyarakat pemohon ijin memilih melakukan permchonan secara kolekuf.
Apabila permohonan ijin secara kolektif mi disetujui. maka Surat Keputusan

Ijin Pemggunaan Tanah inf yuga berlaku secara kolektif sesua permohonan
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Hal tersebut secara yuridis kurang menjamin kepastiat hukum bagl pgmegang
ijin balk secara perdata mauputl terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
masing-masiny pengguna tanah pengairan,

Berdasarkan Perateran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomer 7 tahun
1994 akan mendapatkan kesulitan dalam cara melakukan pemungulan
retribusi yang menjadi tanggung jawab masing-masing  pengguna  tanah
pengairan, karena pelaksanaalt pemunguian retribusi biasanya dihimpun dan
disetor oleh Keiua Kelompok yang tanggung jawabnya ada ketergantungan
pada tmgkat kejujuran Keiua Kelompok. Balai PSDA akan sulit memberikan
fcguran  glau peringatan ates iefjadinya pelanggaran  yang dilakukan oleh
pengguna tanah  pemgairan secard  Rngsung karena harus melalu ketua
kelotmpoknya..
Kendala Teknis

Sebugaimana telah dijelaskan bahwa alasan diterbitkannya Peraturan
Daerah Nomor 7 Tabun 1394 tenteng [jin Pempgumaan Tanah Pengairan
danatau Tanah Jalan jo Peraturan Daerah Norsor 11 Tabun 2002 tentang
Reirbusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah sebapal usaha unfuk
mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi (anah pengairan dar ancaman
penggunaan  yang menyimpang dari ketentuan teknis. Meskipun telah
ditetapkan ketentuan-ketentuan teknis bak o dalam Peraturan Daerah
tersebut maupun d dalam Sural Keputusan Pemberian Ljn, vamun dalam

pelaksanaannya masih dijumpal adanya pelanggaran tethadap ketentuan teknis
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tersebut yang dilakukan oleh para pemegang ijin maupun pengguraan oleh

masyarakat yang belum memenuhi prosedur perijinan

a Pelanpgaran Teknis Yang Dilakukan Oleh Pemegang Ijin
Pelanggaran teknis yang dilakukan oleh Pemegang in pada unumnya
berupa peningkatan fisik bangunan yang scharusnya sesual dengan
ketentuan hanus berupa bangunan semi permanen ditingkatkan ren Jadi
bang unan yang bersifat pertnanen. Pelanggaran teknis berupa peningkatan
bangunan banyak terjadi di lokasi fanah pengaran yang karena sifatnya
aidah merupakan wilayah | perkampungan  bahkan sudah merupakan
kemuniias masyarakat bukum pada tingkat RT/RW.
Upaya pencriiban tethadap pelanggaran tersebut sulit untuk dilaksanakan,
karena secara sesiclogis seifap Individy lebih menginginkan kehidupan
vang layak dengan fasilitas yang cukup, karena menyangkut kcamanan
dan kenyamanan tempat tinggal sebagai tempat berkumpuinys anggota
keluarga juga sebagal tempat pembimaan keluarga.

b. Pelangrarar Teknis yang dilakukan clech Masyarakac
Pelanggaran teknis yang dilakukan oleh masyarakal padd wmumnya
beada pala dacrah sempadan sungai, tanggul sungal dan saluran yang
scharusnya daerah tersebut harus bebas dan hunian baik berupa tempat
tinggal maopun bangunan yang bersifat ekonomi

Contoh : Pedagang kaki lima atau usaha kaki hima
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Pelanggaran terscbut terjadi karena masih rendabnya fgkat kesadaran
masyarakat terhadap fungsi sungai sebagai sumber aiv maupun sebaga
pengendali banjir sata fungsi saluran prasarana pembangunan air, baik
untuk kepentingan Irigast maupun dramndse kota,

Kondisi yang demikian akan menggangeu pembiniaan sungal Secara
menyeluruh yang mencakup perfindungan dan pengembangan sungar
Secara teknis apabila ads pekerjaan normaifsasi sungal uniuk mengurang
pendangkalan dan perluasan penampang dasar sunga akan mengalami
kesulitan. Pekerjaan normalisasi sungai memerlukan @ea yang cukup
untuk penempatan alat-alat berat maupun teknis pengedukan fines sunga
ustuk mengatasi pendangkalan sungal Akiifilas apapun yang terjadi pada
dacrah  sempaden  sungai dapat  mengakibalkan  melimpahnya  air
permukaan sungal- yang akhimya mengakibackan banjir pada daerah
perkotaan maupun daerah yang dilaluinya.

3. Kendala Penerapan/Penegakan Hukum.

Berlakunya Undang-undang Nomos 11 Tahun 974 tentang Pengairan
dan Peraturan Pemerntah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, dalam
pelaksanaannya yary terkaft dengan kewenangan sektoral dijumpai kendala
dalam penerapan hukumnya. Berdasarkan Perawran Menten Pekerjaan
Umum Nomor | 63/PRT/1993 tentang Gans Sempadan Sungai, Daersh
Penguasaan Sungal dan Daerah Milik Sungai, Pada daerah sempadan sung ai

dapat dilanami jenis-jenis tanaman yang diijinkan, antara lain - jens 1anaman
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musimas dengan maksud memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
dapat mengerjakan lahan tersebut scbagai lahan garapan yang Secars
ekonomis dapat memberikan  kesejahteraan masyarakal — penggaTap.
Berdasatkan Peraturan Daerah Propinst Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 jo
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002, Balai PSDA Jragung Tuntang
Propinsi Jawa Tengeh menerbitkkan Surat Keputusan Pemberian [jin kepada
Masyarakat Penggarap yang terletak di Desa Banyuringin  dan Dcsa
Banyuputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Atas penerbitan Surat
Keputusan tersebut, - temyats menimbulkan keberatan dani PT. Perkebunan
Nusantara DX Jawa. Tengah Alasan keberastan yeng disjukan oleh PT
Perkebunan Nusantarz [X Jawa Tengeh adalah bahwa lahan  garapan
masyarakat yang merupaken dacrah garis sempadan sungai milik PT.
Perkebunan Nusantara [X, berdasackan Serufikat Fhk Guna Usaba.

Peraturan Daersh Propimsi Jawa Tengah Nomor 9 talun 1998 1entang
retribusi  pemakaian kekayaan daegrah pada dasamya Dbertujuan untuk
meningkatkan pendapatan ash daerah scndini dalam rangka penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daersh tentang
Retribusi Pemakaian Kekaysan Daersh diperhikan upaya penegakan hukum
terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah itu.

Pada kenyataannya, selama m Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Jagung Tuntang Propinsi Jawa Tengah mash mengalami kendala dalam

melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan



42

Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 jo. Peraturan Daerah
Nomor 11 tahun 2002, Kendala tersebut & sebabkan Bala( Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propins Jawa Tengsh tidak memiliki
ienaga PPNS yang memadai, sehingga Balar Bala Pengelolaan Sumber Daya
Air Jragung Tumang Proping Jawa Tengah kesulitan dalam melakukan
penyidikan alas adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan
Daerah yang mengatur tentang pemakaian lahan-lahan & bantaran sungai
yang menjadi obyek pengawasin Balai Balw Pengelolaan Sumber Days Air

Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah.

(. Cara Mengatasi
I. Kendala Administrasi Perijinan

Guna mengatasi kendala administrasi pcryman,  Balai Peng elolaan
Sumber Taya Alr Jragung Tunicng Propinsi Jawa Tengah telah melakukan
pendekatan kepada Pemerintal Desa/Kelurahen terkait. Pendckatan dilakukan
dengan cara  membenkan penjclasan dan arahan mengenal  keterkatan
Pemerntah Desa/Kelurahan dalam proses pemberian ijin penggunaan tangh
pengairan karena faktor demografi. Lehan tanah yang dimchonkan yang
berada d wilayah hukum Pemerintah Desa/Keluraban agar dilaporkan kepada
Pemerintah Wilayah Setempat, sehingga penggunaantya sesuat dengan taia

ruang atan pengaluran wilayah setempat.
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Keterlibatan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pemberian 1jim
penggunaan lahan sepk awal dimaksudkan agar terjadi interaksi antara
pemohon ipn yang akan bertempai tinggal/mengolah tanah subagal tanah
garapan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memperoleh pembinaan serta
pengawasan dari Pemerintah  Desa/Kelurahan, Dengan adanya pembinaan
tersebut maka secara tidak langsung pemohon ijin tkut mengamankan dm
menjaga kelestarian futgsi tanah pengairan.

Keikutsertaan Pemerintah DesaKelurahan mendukung kebijaksanaan
Pemerintah Daerah 'dalam penyelenggaraan pengurusan Pemcrintah Daerah
d bidong penpeloasn sumber daya slam, terutams terhadap pemanfaalan
tanah-tanah penpairan cukup membaniuy  kelancaran prosss dministrast
PETI AT,

1 Kendaln Teknis
a Pelanggaran Teknis Yeng Ditakukan Oleh Pemegung lin
Penvelesatan  kendala  tersebut & aws, ternyata cukup  dilematss.
Penegakan hukum, aias pelanggaran Peraturan Dacrah Nomor 7 whun
1994 jo Peraturan Daersh Nomor 11 tahun 2002 dalam kendisi sekarang
saval sulit, Apabia permohonan perpanjangan it tdak dikabuikan,
dik hawatirkan dapat melemahkan melemahkan pengawasan karena tidsk
ala bgi keterkatan ata hubungan hukum antara Pemenntah Daerab
daimm hal il Balai Penpalniaan Sumber Daya Air Jragung Tuntany

Propinsi Jawa Tengah dengan para pengguna tonsh pengairan. sebaiiknya



apabila diberikan perpanjangan ijin, penggunaan lahan tanah tersebul
melanggar ketentuan Peraturan Daerah  Alternanf penyelesaian  yang
dilakukan olkh Baki Pengelolaan Sumber Daya Awr Jragung Tuntang
Propinsi Jawa Tengah adalh mengambil kebiyakan dengan lebih
tenitikberatkan pada pengamanan aset Pemermiah Daersh dalam bentuk
memberikan perpanjangan iyn  tetapi  demgan tclap mencantumkan
ketentuan tekpis dalam sucat pemberian ijinnya Kebijakan tersebut
ditempuh dengan pertimbangan apabila tidak diberikan perpanjangan ijin
yang terjadi adalsh peénguasaan lanpa hak a@s tnah pengairan yang
dilakukan ol masyarakat wyang akhinya tanai aset tlerscbut tanpa
sepengetahuan Pemerintah Daerah sebagai pemegang aset dapat terjadi
peralihan hak aas tanah Negara yamg berada d bawah pengelolaan Balai
Pengelilagn_Sumber Day2 Awr Jragung Tumang Propins: Jawa Tergah.

Apzbila sualy sa@ pemenniah memerlukan tanah lersebut  umuk
pembangunan, faka sesual Ketentuan & daiam Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 1994  masyarakat hanus  rela  menyerahkan kembah  untuk
kepentingan pembangunan tanpa syarat, namun demikian dalam praktek
memberikan konsekuensi bagi Pemernintsh Dazrabh untuk mengambil
kebikan yang sccara filosofi dapat memberihan rasa keadian yang
dengan cara pemberian ganti ruen #as banguran dan tanam tumbuh
diatasnya seseai dengan ketentesn Keputusan Presiden Nemor 55 Tahun

1993 tenlang Pengadaan Tansg bagi Pelaksanasn Pembangunan untuk



Kepentingan Umum, beserta pelaksanaan peraturannya sebagaimana
digtur dalam Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional
Nomor | Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1993, Karena pelaksanaan pembangunan sumber daya
ar merupakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
maka sedapat mungkin tidek meninggalkan peran serta masyarakat
schagal pelaku pembangunan. dan tidak hanya sebagal pelaku  obyek
pembangunan

Pelanggaran Teknis vang dilakukan oleh Masyarakat

Guna ‘mengatasi kendale rersebut d mas, maka kegiatan proyck yang
dilakukan perin melibatkan peran mesyarakat melalul sosiakisasi dengan
menggunakan metode pendekatan, parkSipasi terhadap masyarakat yang
terkena dampek pembangunan (PPKP). Dalum sosialisasi tersebut
masyarakat memberkan kesempatan untuk mengeiahui maksud dan
tujuan proyek babkan sampal pade desam komstruksi terhadap proyek-
proyek vang dikerjakan sccwra sukarela, masyarakat diberi kekuasaan dan
kesempatan untuk membuat desain konstruksi sendin. Hal tersebut
dimaksudkan apar pelaksanaan pembangunar  yapg  hasilnya  akan
dinlkmati sendiri oleh masyarakat juga membedkan kesempatan kepada
kelompok mamsyarakat terdidik yaiu bapl tenaga sarjana utamanya yang

mermliki disiplin teknik dapat mengembangkan ilmunya sebagar upaya



peningkatan sumber days manusia dan jupa memberikan kesempa'an kera
bagi masyarakat setempat atsu lapangan kerp.

Upaya yanp ditempuh olch Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang Propinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan koordimasi dengan
Pemerintah Kota Semarang dan instansi terkait lannya dalam rangka
sostalisasi  perundang-undangan bidang penpawan. Beckatan dengan
kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian fungsi
sungai Sebagai Sutnbfe air dan  pengendall  banjr, maka sosialisam
dilakukan secara optimal. Ussha 1ersebut mash belum efektif 1grlebih
era reformasi masyarakat cenderung tidak mau disiue/mencani-cari alasan
pembenar berdasarkan persepsinya sendici tanpa mengindahkan aspek
hukum sebagai kewajiben wang harus’ dipenuhi, upaya pemcrintah
terhadap miasyarakat rersebut harys ada persamaant persepsi dan semua
ungur, baik unsur pemerintah maupun masyarakat yeng dilandas: oleh
inkad baik, dan kesadaran vang tngg terhadap kelestarian lingkungan.

1 Kendsla Pencrapan/Pensgaknn Hukum

Terhadap kasus keberatan antara Balar Pengelolzan Sumber Days Air

denpan PT. Perkebunan Nusamtara X telh diempuh upaya penyclesaian
secara koordinatif yang melibatkan instansi terkail d bawah koordinasi
Gubernur Jawa Tengah. Namun upaya penyelesaian masalah metalui
koordinasi tersebul menemui jalan buntu, karsna bak dar{ Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah maupun pihak PT.
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Perkebunan Nusantara [X masing.masing mendasarkan pada kewenangan
yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Balai PSDA  fragung Tuntang
Propinsi Jaws Tengah berdasarkan pala Undang-undang Momor 11 Tahun
1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 dan Peratwran Menten
Pekerjaen Umum Nomor - 63/PRT/93, memiliki tugas den kewenangan
melakukan pengawasan sesuai tugas dan pokok fungsimya sesual Peraturan
Dacrah Nomor |1 Tahun 1989 tentang Susunan Crganisasi dar Tata Kerja
Dinas Pengairan Jawa Tengeh (sckarang Dinas. Pengelofaan Sumber Daya
Air}. DN s lain PT. Perkeburan Nusamtara, DX mendasarkan pada Serufikat
Hak Gupa Usaha

Qacara normatif. berdasarkan Undang-undang Nomer i1 Tahun 1974,
sungai ssbagai sumber =ir kewenangannya berada & bawah Menteri yang
bertanggung jawab & bidang pengeiran yang pelalsanaannya lebth lanjut
tcleh discrahkan ‘pengelolaan dan | pengawssanma  kepada Pemerintah
Propinsi. Sungal Bodi bagian atas & Kabupaten Kemal, kewgnangannya clan
pengawasannya berada o bawah Gubermur Jawa Tengah melalui  Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuniang Propinsi Jawa Tengah,
schingya seharusnya daerah sempadan sungai yang merupakan kesatuan dari
sungai scbagal sumber arw tidak dierbitkan Sertifikat {kk Guna Usaha atas

ratha PT. Parkebunan MNusantara [X ,
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Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut scharusnya tdak dapat diterbitkan
apobila dalem prfoses permohonannya ada  koordinast dengan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah selaku
instansi yang berwenang ates pengelolaan garis  sempadan  sungat
Berdasarkan Peratgran Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak (Gima Banguban den Hak Pakai, bahwa fasilitas umum berupa
jalan maupun sumber-sumber air harus dikeluarkan dari HGU, sehingga
menghindari tenadinya tumpang lindih pengelolaan  kewenangan, sesLal
ketentuan tersebut séharusnya daerah sempadan sungai Bodd yang terletak d
Dusa Bonyuningin don Banyupuiih, Kebupaten Kental harus berada d luar
PT. Perkebunen Musantara TX, Denpan adanya kendala ferscbut maka
pendapatan ash-daerah. sendini yang bersumber dori retribust kekayaan daerah
dalam hal ini mengenai pangguna fanah menjadi berkurang

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Pemeriniah Propinst Jawa
Tengah telah mefaksanakan bimbingan teknis Dag calon Penyidik Pegawai
Negeri Stpil| yang dipersiapkan. untuk melaksanakan penegakan Peraturan
Daerah beketjasama dengan Kepolisian Dacrah Jawa Tengah selaku Pejabat
Penyidik Umum.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah olch Pejabat Penwdik
Pegawal Negsri Sipil berada d bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat
Penyidik Umum. Keberadaan dan kewenangan Pejabat Penyidik Pagawai

Negeri Sipll diatur dalam pelaksanaan dasarmys pada MESINE -MASINE
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Peratwran Daerash yang mengatus retribust. Karena terbatasnya anggaran
dalamn penyelengaraan bimbingan teknis bagi calon Pejabat Penyidik Pegawa
Negeri Sipil, maka belym semua dimas memiliki Pejgbat Penyidik Pegawal
Negeri Sipil yang akan difungsikan unuk menegakkan perda, termasuk Bala
PSDA Jragung Tuntang Propmsi Jawa Tengah yang saat mi belum memiliki
Pajabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk dapat menjadi  PPNS  terlsbih  dahulv  harus  mengikuti
Bimbingan Teknis PPNS vang selanjutnyz diusulkan untuk mendapat Kariu
Tanda Anggota PPNS dau Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menten
Dalam Negeri & Ekonomi Dacrah.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa
Tengah sast ini- belum memiliki PPNS, schingga wpaya penegakan hukum
dilaksanakan mefalui koordinasi dengan tislansi terkait d jajaran Pemerintah
Kota Semarang den jupa berkoordinasi dengen Saluan Polisi Pamong Praja
Sekretariat  Propinsi Jawa Tengah, Upaya penegakan Perawran Daerah
melalui koordinasi belum efiektif kareéna pperasi pengrtiban yang menyangkui
pembongkaran bangunatt secara paksa hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Pengadilan. Selama belum ada Keputusan Pengadilan maka
pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan berdasarkan  kesadaran

pelaku pelanggaran df bawsh pengawasan jajaran instanst ferkail.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenal penggunaan 1anah
negara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 1ahum 1994
terang [jin Pemakaian Tanah Pengairanfatau Tanah Jalan Propinsi Dragrah
Tingkat [ Jawa Tengah d Kota Semarang, dapat ditank suafu kesimpulan sebagal
berikut :
| Prosedur permohcnan ' ijin  pemak aien taah. pengaitan  sesuai dengan
etentuan Peraturan Daceah Nomer 7 tabun 1994 temtang Pemakaian Tamah
Penpairan/atan Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah meliputa
a Pengisian blanka permohonan ijin yang telah disediakan cleh Balat
Pengelolaan Sumber Daya A# Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah
b, Pemantauan daa teknis dengan melakukan peninjavan lokasi den
pengukuran 12nah gua mengetahui Wms dmn bams-batasnya serta batas
tekmis yang dapat dijjinkan. Hasi pengukuran tersebui dituangkan dalam
bentuk gambar sttuasi sebagai kelengkapan surat permiohonan ijin.
¢ Penerbitan Surat Keputusan Pemberian [jin setelah dilakukan penilaian
secara administratif dan teknis #as berkas permohonan dimaksud oich

Kepala Seksi Eksploitasi selaku seksi yang membidangi perijinian
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2. Pemberian ijin penggunaan tanah nega@ dalam pengelolaan aleh Bala
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dalam
pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala. Adapm kendale yang
dihadapi oleh Pemeriniah Dacrsh  dalam pelaksanaan pemberian  ifin
penggunaan lanah negara dalam pengelolaan oleh Balai Pengélolasn Sumber
Daya Air fragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah tersc but adaleh
a Kendala administrasi perjinan yang besasal dari Kantor Kepala
Desa/Kepala Kelurahan setempat.

h Kendala Telnis yang meiiputi' pelanggaran teknis yang dilakukan oleh
pemegang ijin, pelanggaran eknl's yang dilakukan ¢lch masyarakat

¢ Kendala peraturan hukum, yakni adannya kerancuan hukum terhadap
kewenangan pengclolaan sumber dava ar dan fahan tanah d bantaran
kalr

d Kendala Penegakan Hukum, yakni tdak adanys PPNS d Balai
Pengelolaan Sumber Daya Alr Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah.

1 Cara Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi okeh fersebut di atas

0 Kendala Administrasi Perijinan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah telah melakukan  pendekatan
kepada Pemerintah Desa/Kelurahan terkait. Pendekatan dilakukan dengan
cara memberikan penjelasan dan arahan mengenat keterkatan

b Kendala Teknis, Balai Penpelolaan Sumber Daya Air Jragung Tunang

Propinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan dengen lebih menitikberatkan
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pada pengamanan aset Pemneriniah Daerah dalam bentuk membenkan
perpanjangan ijin ta21pi dengan tetap mencantumkan  ketentuan teknis
datam surat pemberian ijnoya. Bala Pengelolaan Sumber Dava Ar
jragung Tuntang Propins Jawa Tengah juga melaksanakan keordinas
dengan Pemerintah Kota Semarang dan instansi terkait lamnya dalam
rangka sosialisasi perundang-undangan bidang pengairan.

¢ Kendala Penerapan/Penegakan. Hukum, tethadap kasus keberatan antara
Ratai Penpelolaan Surmber Daya Air dengan PT. Perkebunan Musaniara [X
telah dilempuh upaya penyelesaian secaa koordinatif yang melibatkan
instansi terkait di baweh koordinasi Gubernur Jaws Tengah.  Dalam
rmgka pencpakan Peraturan Dasrah, Pemersiah Propinsi Jawa Tengah
telah melaksanakar bimbingan teknis begr calon Penyidik Perawa Negen
Sipil yang dipersiapkan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah
bekenasama dengan Kepolisian Daersh Jawa Tengah selaku Pejabat

Penyidik Limum,

B. Saran
| Perlu  dilakukan [langkah-langkah penertban terhadap  pelanggaran
penggunaan tanah pengairan danatsu tanah jalan sekaligus penataan dengan
koordinasi instansi teskait benpa pembentukan Tim Bersama dari jajaran

Pemerintzh Propins! dan Pemenntah Kabugaten/Kota.



2 Pemermizh seyogiahya tidak semata-mata memikirkan Pendapatan Asli
Daecrah Sendiri (PADS) dalam pengelolaan khan tanah negara di bantaran
sungai, namun perlu lebih menekankan aspek pengembalian furgsi lzhan
tanah tersebul, sehingea pemberian iyn hanya diberkan jika lahan tanzh

negara tersebut digunakan untuk lahan pertanian bukan unuk hunian atau

kios, tata ruang dan lingkungan hidup.

&g
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4) Peraturan Daerah Pemerintah Kbta Semarang Nomor 3 Tahun 200! tanggal
31 Januan 2001 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerje Lembaga
Teknis Daesah Kota Semarang.
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Judul . wProgedur penggunaan Tapah Negara Berdasarkan -
| | Teptang PRRDA Nomord § TN,1998, Teutan g Tansh Pe-
~ ngeiran dan Jslan dg;:i Retrebusi oleh vy Knta Smg .
Penanggung jawab @ SV TUIRNS 88 S8 T R
Peserta e Ty

l\ Lokasi . IFD) Eota Smg dan Kantur PSD.I. Bamarang
Waku 4 Rebruari §/D4 Wpril2002.

Pada prinsipnya kani TIDAK KEBERATAN / XEBERATAN memberikan ijin
untuk mengadakan kegatan Penelitian/Riset/Survey/KKN/AKKL dan lain-lan,
selima yang bersanglutan wajb mentaati perafuran, iata tertib dan norma-nosma
yang berlaku di wilayah Kota Semarang

3. Demikian hargp menjadkan perhatian dan maklum.

An. WALIKOTA SEMARANG

Kepala Bedan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat
ZEANT 4 Ub.
/,.--""‘ c

TEMBUSAN : Kepada Yih, t'\ \
1 Wal_ikma Semarang (sebagai laporan), \ ‘7..-:-
2. Pegtinga], ’ N



) ari e e

quivosurat = O DEORMDN i

serihal : Ww T
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...................................

S TN 7 canns o )

L ampiran

Oisedizkan Fa, DPU Tgl,

1. Felesakan

2.Ciproses

1 Dipwab

4 Ditinjau / Cek Lepanoan
5)Unluk seperiunya

£ Ditagth

¥ . Temui Sara

gFile

. Bag. Taa Usaha
. Dn Bina Program,

3, Ka.SL_.h_ Cin Teknik Peayehatan
Ka Sub. Din Prasacapa falan

?V]Ka Sub. Dn Pengairan
. Ka Sub. Oin Teknulpl' an .J553  Kanstiiks]
B e T LA

A Pl

Pztap Ka, DPU
Hda Semarang




YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG {UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM
J. Raya Kaligawe Km. 4 PO Box 1054 Telp. 6583584 Fac 6582455 Sernarang S0012

 fddp 178 AL H/ XTI/ 2000

IR

Kepada i Yth. Kepala Kantor DPU Kota Semarang
Ji Pemuda No. 46 Semarang
3 Dl-
Semarang.

Dengan hormat,

Pimpinan Fakulas Hukum Univetsitas [slam Sulan Agung  Semarang
dengan inl menerangkan bahwwa mahasiowa:

Nam a : Trias Pujt Lestari

Nm /Mm_ ; 03564378

Semesicr i XI' (sebelas)

Alemat  JL Ahmmad Yani No 185 Gumg,Grcbogm

Keperhian v Mengadakan Ritel Unuk Mengumputkan data guns
perryusunan Skripsi Sacjana Lenghkap.

Lokeaai L Semacang

Judul - Prosedur  Pengguean  Laneh  Negara  Berdasarkar
Peraturan Dacah No. 9 Talsn 1998 Tetang Tiand:

™« Pengairan da /Salan Oleh DPU Kot Semarang. E

Demikian sas bariuan scrfa perhatian bapak, sebelumnnya kami wcapkan
terima kasth,




PEMER INTAH PROPINSI DARRAR TINCTAT T 18704 FENTSC
DINAS b odbAS afe Unddd 2ENCTA LLAN

KEPUTLSAY XEPALA DIKAR PEKERJAAN UMUM PENGA IRAN
PROPINSI DAERAH TINGE 4T [ JAWA TENGA™

NOMOR 503/ ,,gg._f
TENT ANG

) rIIN PEMAKAL TANAH PENGAIRAN

KEPaLs DINAS PEEERJIAAN UMUM PENGAIRAN
DROPINST DAER AH TINGEAT 1 JAWA TENGAH

Hembaca . Surat permohonan Sdr. . NARKNGGO..... tanggal 0w o= 998,
PERIomE e T iwsdaess Loy FZuwkasdi Tawall fddsalian

vang aka~ dqigunakan untuk .. T 5 mame & ... - tETlETAK

di Desa ..BRpyseiagi®:. . .. .. Kecamatan .Elmgoreds.......

Kabupaten / Rocemmgss .. Lemidsl . ...... jluas. 20 R... ..

Menimbang : &. Bahwa vang nanegnys terssbut diaias telah memenubi
persvaratan secera teknis dan administrasi untuk
mewaral tanah Pengairan yang dikuasai oleh
Pemerintah Propinst Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

b. Bahwe berhubung dengan itu. perlu diberikan 1jin
pemakaian tansh Pefgairan yang ditetapkan dalam
Surat RKeputusan.

Mengingat 1. Undenp-undang No. 3 Tahap 1974 :

3, wegratlran Pémerintzh No. 20-Tahun 1997

3, Parz.uran-Daerah Nomor £ Tahun 1938

4. Peraturian Da®rai e, 7 Tghun 185

3. Reputusap Sugerper hepalapDéerah Tingkat 1 Jawa
refnghh Namur 125.3/10)/ 1996 <

5, Keputusan Gubertur Kepdln Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah Mo, & Tahun 19%71

7. Surst Keputussn Guberigus Kopals- Deerah Tingkat 1
Jawa Tcngah Ko, 050/07/1998

1, Kepudl vsaeit Ke'pala Dinas Pekeérjaan-Umum Penguiran
Prapinst Dacialh Tingkat I/ Jaws Tengah
Naiy T 8%31/1 ;Fdhin 1996

7. KeputuEan Keoala Dinas HD [Pengiyran Propinsi
Dacrah ¢Fingkas. i Jawa Tengah Now &10/22 Tahun 1998.

10.Instritksd Keépaia Dinas P} Pengairan Propinsi Daearah
Tirgkat Il Juaz fTagan Ko, T34/ [ahun 1998

L T R TS T S
- o ] ] 2

venetapkan:

PRRTAMAN : Meaberinan Ijio Pemakalan Tanah PenkBairan Kepada
4 * l-a: ;‘ . * HARENGGO, ingore Kendal
a l- : g Bingore
i t: e &Tu n : :!l W:“ Jo,
Lokas: g N & h ‘2 ’
Kabupaten / ledesiae o he . j
L vas Tanal 10
No.Gambar Inyent ' "
. . dri5asi -
Eu.ﬂﬁmbﬁ.r TiTzk That :‘.
D;amf_lkasi / Jenis Tanah :hu farusl
Iﬁ;rfunakan Untuk o ] “m
% o] . .
-, Wligkn Sé]ama t"h
) . - - L3 T8k u g
gang liin diwajl'bkan_ : - :'m:}glﬂéa:f"gﬂ s
1598 . kN
g. iu:emba}-ar & Hinistrag; 1
. T £57

Fa i . sebee
Ep. .%Eur :'".Rfrtrld}u Fe ma ke 1'&:a%a§ﬂpﬁ ) ‘75' e~
{ Tam oo = n --?Q-.m.-.“ e AA mz x

dan dibaya?‘{u FELOR MLBD 395 ‘Raryl, gy 'S TPilane
o, MEﬂjaga KEAE&;:Ei;n {Eﬂtu} Tshurn. "

------

L ta i p

Lingkungan Hidup,



RETIGA : Pemegang i)fn tidak diperkepankan

a. denggunakan tanah difuar peruncukannya @

b. Mendirikan bagunan permanen / menanam tanaman kerss

¢. Memindah tangankan penpuasaan <epada Tihak lain dan
gtau ahit warisnya dgenzandalih apgapun juga.

d. Mepapam /7 menzerjakan tanah . ..B . ... m dari kKakl
tapggul dan atav . .,,% ..,... @ dari tebing suongail.

g, Menggangzgu lalu mtat jalan rava / umum dslam
pemasangan reklame.

KEEMPAT : Ijin Pemakian Tanah Pengalran tidak beriaku lagi
apabila
a. Jangke waktuhya berakhir,
b, Atas permohonan pemegang surat ijin.
¢. Pemegang snurat ijin meninggzal dunja.
11. Eu\..!ﬁ.i-l- Tl.;-.'lﬂhf'.-'-i- e i e i ,lr e AR W e L an kb il s
e, Dicabut kKarena melanggar kKetentudn dan syarat-

skarat vaneg diterapkan.

~fpablia suroat 1.ln akanberakhli masa Derlakunya, dan
emegang i1jin masih memakai ranah tersebut. maka
epada yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan
surat 13jin selambat-lambatnya 3 i(tiga) bulan sebelum
jengka waktu jin berakhir,

KEENAM : Untuk mendirikan bangunan harus ada IMB (ijin mendirikan
. sansgunant dari instansi o ganz Lerwenang seiempat.
KETUJUR : Bagl pemegang surat .}.j‘rn yang tidak mentazgti kKetentuan
¥ang berlaku dapat dikeénakan sanksi

&, Fidans huruwssas selamra-lamany s 6 (eiamn uizn atau
| denda sebanvak-bBanyakiva Epo. S0RC00.-- (lima pulub
ribu Tuprahi,
L. Dibougkad epaksa dansiien, kaos F warung dan atau
l SEJRMISNVA LA bAU Feiuatu \peTalatan f Barang yang
dipasang.
divabut taname; atan scsuaic yang ditaaam 41 azas
tanah Pengzgairail.
Dicabut sufar '13in dengdn SK./ Fercabutap dari
Kepala palal FPSDA Jragung Tufjang-Barai.
e. AK1pAt pelangearan—butlie (). Ael"dan (d) tidak
dapat| dituvAtutegant] Ttugl datam bentul apspun juga:
. Biaya\"parfiz imbwi akibar  pelazsadaan butr (b). dan
fe) menjadi t&80grciing jawal Jpemegang diin.

TR

KEDELAPAX : Surat KegutusSan inl dimulai berlaku pada tanggal

....... - mle s & = “mom s m % =/ 8 = m om osim " omoslm s o= s osoraw &

ST AT NBiePe 5 FE M A R AN .
e et 26-11'-1993 -

Al KIS

o H\TI‘*-GLnT l .!.-’sWA TE'«IGaH
W 224 PEXGELOLAAN SUMBER
g UNL: FUNTANG BARAT.
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B

. 'h'E.' i ]

ar SEﬂlaran “Taning Dagras =

Bupar i / ﬁ"'ﬁ-l-!' Tirakzs & U Jaw ]

P s gy . ; a Tengeh
Lo i Yosdal md:ra hepala Daerah Tk .13 . Fendad

Je hﬂp& a uabang Eln ---------- -
" JawaTengah hwfﬁﬁ Ptnﬂﬂﬁlmnh Prop 1n51 Daem :
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PEMERIN T AH PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAWA TENG AH

f
DINAS PENDAPATAN DAERAH
CABANG DINAS _KEMDALw....ccoiis = N’{l i]ﬁﬂﬁ"?ﬂ
TANDA BUKT1 PEMBA YARAN
RETRIBUSE Bla Ya ADMINIS TRAST PERIINAMNY
RETRIBLIS] PEMAK AIAN TAMAH PENGAIRAN Fad A HIakAd= ©)
Momor

1. Sudah terwng dari "’“EJ-H“REHGGG"___ T

3 Alamat a. Jakan & Mbmor Fﬂlmah : by ey it e b
-t b, Desa : m:rmj.nsme F -« ——
ﬂ ¢ Kecamatan : &inguruj s LT | | o A T I Frrriese et e I

d Daifl KabwvKodyay + Kendade | DT OISR e

3. Banyaknya Uang pinh,

| ’
{dengan hurul
4 Unwk membayar  : Retnbusi Adminisirast Penpaan/Retribud Penakaian Tanah Pengara/ Fenadebean )
(Dragar : Perda Nomor 7 Taben 1904,
SKR 1anggl ;.o 0920 %1999 . Nomnr DU/ TRLCKATIT/92.8 01/10/CK/TIT/ 99
< Jurnlah KEICHPRN ©oer won ot idibissbiississisis i msmsiitsiid = Rp ARw 2008 = =i
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1JAWA TENGAH

DINAS PENDAPATAN DAERAH
CABANG DINAS. . BETIOAL o seissemsssmsssssannes

N¢ 007259

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI(SKR }
PEMAKAIAN TANAH PENGAIRANAATAN %)

Numer© 1 /TP/CK/ITI 99
Bulan : Maret.
TEII'IUI'I. : 1999#

WAIIB RETRIBUSUTANAH YANG DIPAKAI

1. Nama Pemegang ljin ¢ MARENGGD. o

Alamat - Dg.Canyuringin, Singoreto,kab.Kendnl.
2, Peruntukan ; Tannimnn pol ol Jo.

LetakfLakasi Tanah : Slngorojo.

Luas Tamah ¢ 7.020 MZ.

Jumlah Keietapan Retribusi Pemakalan Tanah Peogairantl™) yang hane dibayar

Rotribusi ¢ 7.020 M2 x Bp.i10,-= =/ Rp. 70,200,~-
{Tujute Auluh Tiby dun ratus runinbl.

i, PEMBAY ARAN

I, Pembayaran itakukan pack Kas Dacralr lowat Bendabarawin Khusus Pencrima (BKP) pada Kantor
Cubanp Dipenda Tinpkat | Jawa Tongah sclempan

1 Kelzmbatan pembayaran 1erscbul dapal dikcnakan Jdendy sesuai dengan keientuan yanp berlaku pada
Perda Nomor 7 Tahun 1994,

1} {_"{'I'L'I an udﬂ': []'CFIU HEndﬂl, Dg HEI‘Et 1999!

1emlwar | ¢ Uik Wil Relrilwesi {pusity) il
lembar ) I memd Naker (% wn gilhn on Gjaanls i) '

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| L e T

KEPALA CABANG DINAS PENDAPAT AN DAER AH
PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
mmmnm Dh'ru BEND M, i

Lambar M : Unisk Rongahasswhn Proyck aelerd Ny i ! | HI:- il"ll' N DIFOYINTO E'H

Latibar i Ik Arsip fjnn muda)

Modet s et [0

HF - 51'1[1552?* The

Dapormulisle @ 9198 AO000 wctf200 BoBP



PEMERINT AH PROPUNSt DAERAR TINGKAT | JANYA TE NGAJ

DINAS PENDAPATAN DAERAH
CARANG DiNAs_  BEMONL,

WL ICET T S T P ——

N¢ 007075
SURAT KETE TAPAN RE'ITRBU S1( SKR)
BIA YA ADMINISTRAST PERTHINA N

Nomor: 01/13/C0K/TI1/99,

Bulan Marot,
Tahun: 1999,

1 WANB RETRIBUSIYTANAH YANG DIiIOKRON

. Nama Pemolum . MAREMGGD, v
Alamat Ds. Bonyurinngin, Singerojo, Kab.Bendal.
2. Peruntukan : Toannminpolowijo.
Letak/Lokasi Tamsh ;. Singorojo.
Luas"rmah T-UZU ME-
. Tarip Ry, JHym= s

f. SKR i ducrbitkan memlasvkan Tembusdiscsurn  Kepala Cabang  Dinas  Pekerjaan  Usoum
Pengairan/Bina Marpa  Propinsi  Dagah” Tingkal -t Jawa  Tenpah/Pemenntabh  Dacrah Tinpkat |l
R {Fa T B SN » {111

ol [ o g - - e —— i 1 8} -t i e

} !cntan-;;- |

HL Jumlaby Keietapan Rokibesi Biava Adinimisin i Porifinan

Bigya odministrasi—pertiinan arboaar :-Rps 7.500,~= o

{Tujuh ribu lima T7tus . rupiahd.

|
|
’ IV. PEMBAYARAN

. Pembayaran dilakuk an pack-Kas-Duerairdeaar-Bendabhorawan-Kbusus Penenima (BKP) pada Kanior
Cabang Dipenda Tingkat ! Jawa Tengah seicnpat.

2 Kelanihatan pembayaran lerscbut dapat dikc nakan Jendla scoua dengan KclCauvan yane bertaku pada
Perde Nomor 7 Tabyn 094

“Eﬂdn]. ! Mn]‘ﬂf {3,

.muunu-ln""I
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KEFALA CABANG DINAY PENDATATAN DAERAN
PROPINGT DAL RALL TN “K,-';Zl‘ | JAWA TENGAH
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah inf

N AMA D7) ARLOFED

ALAMAT 7 Ds.Banyuringin, Keg, Singorojo, kKab. Kendal.

PEKERJAAN @ Buruh Tanf,

dengan ini saya menyataksan kesanggupan untuk mentaati perstaralap
= persyaratan teknis pemakaian tanah berm Kali Katul sebasn
berikut :

1. Pada Daerah yang lerengnya terjal tidak Tboleh ditanami
dengan tanaman musiman, &gar ditanami tanaman keras |
antara lain : Sengon, kopi, maonij.

Sedangkan di-| [dalem | budidaya lahan temsabul SU oy
dibustkan teraselring untuk menanggulapgi erosi.

| %]

Terhadap Kaewasan Hutan Lindung, AR AT dijaga
kelestarrannya.

3. Apsabilg tenaman ‘\yang saya tanam ' df atas Tanalh Pengairan

melanggar ketenihan - ketentuans @latas [dan porszaratan
lgin yang berlaku makz saya betsedla mencabut 7/  wembabat
tanaman - ‘tersebut dengan tanpa mepuntub ganti rugi dalap

bentuk apapun.

Demiklian surat pernyataan ini"kemi buat  dengan =cbounninya
untuk dapat digunakan seperlunya.

Singorojo,tgl.lé Oktober 1998

Yang menyatakan
(GETERA TEWPEL PO

nf. sp-3//rs.67
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